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JAKARTA - Rekomendasi Ba-
dan Akuntabilitas Keuangan
Negara (BAKN) DPR agar inter-
pelasi belum ada tidak lanjut
secara konkret. Hingga saat ini
belum satu pun anggota DPR
yang menjadi inisiator, untuk
mengusulkan secara resmi
untuk mengajukan hak ber:
tanyaitukepada pemerintah.
“Ttu hak yang tidak bisa di-
larang karena memang mele-
kat padaanggota.Saya berpen-
dapat memang tidak perlu, te-
tapi juga tidak melarang. Sila-
kan menggunakan mekanis-

menya, diusulkan, kalau sudah

memenuhi syarat akan ditin-
daklanjuti,” kata Wakil Ketua
DPR Priyo Budi Santoso di Ge-
dungDPR, Jakarta, kemarin.
Dia mengungkapkan, seca-
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ra prinsip sebenarnya lebih
tepat jika DPR melakukan
pengawasan atas rekomendasi
penyerahan masalah itu ke
KPK. Apalagi, dalam kasus
Hambalang, KPK juga sudah
melakukan penyidikan. “Tetapi

apa yang direkomendasikan

BAKN, di mana salah satunya
adalah agar DPR mengguna-

kan hak menyatakan pendapat
jugaharusdihargai,” ujarnya.
Untuk itu, Priyo memper-
silakan anggota DPR yang hen-
dak menggunakan hak kons-

titusionalnya ita untuk me-

nempuh mekanisme yang ada.
Jika mau, ujarnya, semua ang-
gota BAKN yangikut dalamme-
nyusunrekomendasi atastelaah
audit BPK itumenjadi inisiator.
«Jika sesuai persyaratan sudah
terpenuhi, nanti-akan dibawa ke
Bamusuntuk dijadwalkan peng:
ambilan keputusan di panpux
na,” paparnya.

Anggota BAKN DPR dari
Fraksi Partai Amanat Nasional
(FPAN) Teguh Juwarno menga-
takan, untuk menjadi inisiator
hak interpelasi kasus Hamba-
lang bukan masalah berani atau

tidak, melamkan lebih pada
menunggu bagaimana respons
fraksi-fraksi dan juga pimpinan
DPR dalam menyikapiapa yang
telah direkomendasikan oleh
BAKN. “Menunggu hasil rapim
DPR, bagaimana keputusan
mereka. Juga Panja Hambalang
diKomisi XDPR,’kataTeguh.
Ketua Fraksi Partai Keadil-
an Sejahtera (FPKS) Hidayat
Nur Wahid mengatakan, saat
ini fraksinya sedang melaku-
kan kajian atas rekomendasi
BAKN. “Sudah dibentuk tim di
fraksi untuk mempelajari hak
interpelasi yang direkomen-
dasikan oleh BAKN,” katanya.
FPKS, ungkapnya, tidak akan
terburu-buru menggunakan
hakkonstitusional tersebut.
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